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ABSTRAK 

 Allah telah mengatur hukum kewarisan dengan detail, sebagaimana yang tercantum 

dalam surat An-Nisā’ (4) dengan bagian-bagian yang pasti, yakni dua bagian untuk anak laki-

laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Pada kenyataannya, sebagian praktik pewarisan 

yang terjadi di desa tersebut belum sesuai. Ketidaksesuaian terjadi pada pembagian sama rata 

bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini cukup disayangkan, karena masyarakat desa 

Pesarean memempunyai tingkat sosial keagamaan yang tinggi. Pokok masalah yang penulis 

angkat ialah waktu terbukanya pewarisan, alasan menggunakan musyawarah dalam 

pembagian harta warisan, dan hasil dari musyawarah tersebut, kemudian penulis analisis 

menggunakan hukum Islam. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode wawancara dan 

observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni 

menjelaskan hasil penelitian, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Pendekatan 

yang penulis gunakan ialah dengan pendekatan normatif-sosiologis, yakni menganalisis dari 

segi aturan hukum Islam (naṣ, fikih, uṣūl al-fiqh) dan sosiologi hukum. 

 Hasil dari penelitian ini ialah terbukanya pewarisan setelah meninggalnya seseorang. 

Masyarakat desa Pesarean menggunakan musyawarah mufakat sebagai cara pembagian harta 

warisan karena menganggap tingkat kemaslahatan dalam bermusyawarah lebih besar, serta 

menguatkan rasa persaudaraan di antara ahli waris. Hasil dari musyawarah tersebut ialah ahli 

waris mengetahui bagiannya masing-masing, dan menetapkan metode pembagian harta waris 

yang hendak digunakan.  

  Problem yang kentara ialah pembagian harta warisan sama rata bagi ahli waris laki-

laki dan perempuan. Hal ini jelas bertentangan dengan norma hukum Islam, walaupun 

terdapat kemaslahatan akan tetapi kemaslahatan tersebut masuk dalam kategori maṣlahat 

mulgah, yakni kemaslahatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Apabila ditinjau dari 

sosiologi hukum, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa Pesarean diberikan 

kebebasan dalam melakukan pembagian harta warisan. Hal ini dikarenakan Indonesia 

menganut trikotomi hukum, yakni hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat, sehingga 

tidak ada keharusan yang mengikat untuk menggunakan hukum apa yang hendak dipilih. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi huruf-huruf Arab ke huruf-huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan  

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Bā’ b be ب

 Tā’ t te ت

 Ṡā’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jīm j je ج

 Ḥā’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā’ kh ka dan ha خ

 Dāl d de د

 Żāl ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Rā’ r er ز

 Zāi z zet ش

 Sīn s es س

 Syīn sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍād ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭā’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g ge غ

 Fā’ f ef ف

 Qāf q qi ق

 Kāf k ka ك

 Lām l el ل

 Mīm m em و

 Nūn n en ن

 Wāwu w w و

 Hā h ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Yā y ye ي

 

B. Konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap dan ta’ marbbutah di akhir 

kata 

 ditulis muta’addidah يتعدّدة

 ditulis ‘iddah عدّة

 

C. Vokal pendek dan panjang 

 ditulis fa’ala فعم

 ditulis yajlisu يجهس

 ditulis yażhabu يرهة

 ’ditulis karāmah al-auliyā كساية الأونياء

 ditulis al-karīm انكسيى

 ditulis furūḍ فسوض
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MOTTO 

 

Niatkan sebagai ibadah, 

Lakukan dengan istiqamah, 

Agar hasil menjadi berkah, 

Dan berakhir dengan indah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kematian sering kali datangnya mengejutkan. Memang sudah menjadi 

ketetapan bahwa yang hidup akan mati dan menjadi tanggung jawab orang yang 

hidup untuk mengurusi yang mati (mayat). Tanggung jawabnya meliputi 

memandikan, mengafani, menyalati, dan mengubur. Tidak hanya itu, masih ada 

lagi yang harus diurusi dari sang mayit, seperti melunasi hutangnya, 

melaksanakan wasiatnya, serta membagi harta peninggalan sesuai ketetapan Allah 

swt. 

 Terkadang pembagian harta waris tidak memuaskan bagi sebagian ahli 

waris, yang pada akhirnya berujung pada konflik keluarga atau bahkan sampai 

mengakibatkan pertengkaran dan pembunuhan. Hal ini dikarenakan ahli waris 

mengklaim bahwa harta yang ditinggalkan pewaris adalah miliknya semata, 

padahal masih ada lagi ahli waris yang lain.  

 Hukum kewarisan merupakan satu dari sekian banyak persoalan penting 

dalam Islam dan merupakan pilar di antara pilar-pilar hukum yang secara 

fundamental tercermin langsung dari redaksi-redaksi suci yang telah disepakati 

keberadaannya. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, keberadaan hukum 

kewarisan Islam dipresentasikan dalam naṣ yang rinci, jelas, sistematis, konkrit, 

dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai bisa 

berimplikasi pada keyakinan ulama fikih tradisionalis bahwa hukum Islam 
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(khususnya hukum waris) tidak dapat berubah dan menolak segala gagasan 

pembaharuan. Hal tersebut bisa dilihat dari teks kitab-kitab fikih klasik yang 

menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu farā‟iḍ. Hal ini didasarkan pada 

penggalan ayat نصيبا مفسًضا , akibatnya dari kitab-kitab fikih klasik dan segala 

pengertian yang ada di dalamnya dianggap sebagai hukum qaṭ‟i baik dari segi 

wurūd (aplikatif) maupun dari segi dilalahnya (dalil-dalilnya).
1
 

 Islam memberikan solusi yang terbaik atas pembagian harta yang ditinggal 

mati oleh pemiliknya. Tentu saja aturan yang dibuat dalam mengatur tentang harta 

waris dikemas dalam suatu produk yang kompleks dan rinci, serta didasari atas 

sifat belas kasihan Allah dan sifat bijak Allah demi merespon sifat yang dimiliki 

manusia sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur‟an: 

لا ما تسك هفٌق اثنتي  فهي  ث اءدكمم نهرمس ملم ظ  اأننليي  فن  م  ن لايٌصيكم انهّو في أً

دس مما تسك إ  ما  نو ًند فن  نم ا ان ظدة فهيا اننصف ًأنبٌيو نكم ًاظد منيماًإ  مانت ً

بيا  يان دس م  بعد ًصيت يٌص   نو إخٌة فلأمواه فلُأمو انلهث فن  مايك  نو ًند ًًزثو أبٌ

انهّو ما  عهيما   فعا فسيضت م  انهّو إن أقسب نكم مبناؤمم لا تدزً  أييأأً دكي  اباؤمم ً

ظكيما.
2
  

Meskipun harta tersebut milik sang mayat, akan tetapi pada hakikatnya harta itu 

milik Allah. Oleh sebab itu, serahkanlah segala urusan dan taatilah segala aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah, niscaya akan berujung manis pada akhirnya. 

                                                           
1
 Abdul Ghofur Anshori., Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral 

Hazairin, Cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 15. 

 
2
  An-Nisā‟ (4): 11. 
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 Pada masa pra-Islam, kaum perempuan tidak mempunyai hak untuk 

menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua atau kerabatnya), dengan 

alasan bahwa kaum perempuan tidak bisa ikut berperang membela kaum dan 

sukunya. Bangsa Arab zaman dahulu dengan tegas menyatakan “bagaimana 

mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak 

bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta 

tidak pula berperang melawan musuh?” mereka tidak memperbolehkan kaum 

perempuan menerima harta warisan, sebagaimana mereka tidak memperbolehkan 

kepada anak-anak kecil.
3
 

 Dari panjelasan Hazairin, sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari 

suatu bentuk kekeluargaan, dan bentuk kekeluargaan terletak pada sistem 

keturunan yang dianut (prinsip keturunan yang dipengaruhi oleh bentuk 

perkawinan). Pada dasarnya ada tiga macam sistem keturunan, yaitu: 

1. Patrilineal, yaitu prinsip keturunan yang dihubungkan melalui jalur atau 

klan ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki. 

2. Matrilineal, yaitu setiap keturunan yang dihubungkan melalui jalur atau 

klan ibu. 

3. Bilateral atau Parental, yaitu setiap orang dapat menghubungkan dirinya 

baik dari jalur ibu maupun dari jalur ayah.
4
 

                                                           
3
 Muhammad Ali as-Sabuni., Pembagian Waris Menurut Islam, penerjemah Samin 

Syukur (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 21. 

 
4
 Al Yasa Abubakar.,  Ahli Waris Sepertalian Darah “Kajian Perbandingan Terhadap 

Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab”, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998), hlm. 

16. 
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 Masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya Desa Pesarean Kecamatan 

Adiwerna dalam membagi harta waris menggunakan hukum adat dalam 

penerapannya. Yang dimaksud hukum adat di sini ialah membagi harta waris 

berdasarkan musyawarah kekeluargaan, yang dilakukan oleh ahli waris setelah 

pewaris meninggal. Ada pula sebagian masyarakat yang menggunakan sistem 

hibah dalam pembagian harta waris, yakni dengan membagi harta sebelum 

pewaris meninggal dunia. 

 Dalam pembagian harta waris, masyarakat Desa Pesarean menggunakan 

sistem kekerabatan Parental/Bilateral, yakni seorang anak dapat menghubungkan 

dirinya pada garis keturunan ayah maupun ibu.
5
 Pada sistem kewarisan, 

masyarakat Desa Pesarean menggunakan sistem kewarisan individual, yakni harta 

waris dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris dapat memiliki 

harta waris dengan sepenuhnya, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
6
 

 Kelebihan yang terdapat pada masyarakat Desa Pesarean yakni tingkat 

pengetahuan dan ketaatan dalam beribadah dan bermuamalah yang tinggi, 

sehingga masyarakat Desa Pesarean dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama 

dalam melakukan segala aktifitas. Akan tetapi, tingginya pengetahuan mengenai 

ilmu agama, bukan berarti segala persoalan diselesaikan dengan hukum Islam. 

 Dalam penyelesaian pembagian harta waris, masyarakat Desa Pesarean 

tidak sepenuhnya menggunakan aturan/hukum Islam sebagaimana mestinya. 

                                                           
5
 Khoirudin Nasution., Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam 

Indonesia, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 85. 

6
 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 21. 
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Masyarakat di desa Pesarean cenderung menggunakan cara kekeluargaan dalam 

hal menyelesaikan masalah, termasuk masalah pembagian harta waris. Cara 

kekeluargaan yang dimaksud adalah pembagian harta waris dengan musyawarah 

keluarga, cenderung tidak memperhatikan aturan hukum syara‟ di dalamnya, baik 

setelah pewaris meninggal maupun ketika calon pewaris masih hidup. Adapun 

praktik pembagian harta waris yang demikian tidak menimbulkan persengketaan, 

kalaupun ada sengketa maka sangat jarang ditemukan di desa tersebut. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, terjadi ketidaksesuaian antara das sollen 

dengan das sein, sehingga perlu kiranya dilakukan kajian lebih dalam guna 

mengetahui kepastian hukum dan letak keadilan yang ada dalam persoalan 

tersebut. Hal inilah yang akan penulis angkat sebagai topik utama penulisan 

skripsi dengan judul Praktik Pewarisan Masyarakat Desa Pesarean Kecamatan 

Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Hukum Islam. 

B. Pokok Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, 

maka permasalahan yang penulis bahas adalah: 

1. Kapan pembagian harta waris dilakukan pada masyarakat Desa Pesarean 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dan mengapa mereka lebih 

memilih musyawarah keluarga dalam membagi harta warisan? Apa hasil 

dari musyawarah tersebut? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pewarisan yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 Tujuan penelitian ini yakni pertama, untuk menjelaskan praktik pewarisan 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal. Kedua, untuk menilai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pewarisan 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten 

Tegal.  

 Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah diharapkan bermanfaat bagi 

masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada 

khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya, untuk menambah hasanah 

keilmuan mengenai hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. 

Penelitian ini juga berguna bagi peneliti sebagai rujukan dalam melakukan 

penelitian khususnya tentang masalah hukum waris, sehingga harapannya menjadi 

investasi amal jariyah bagi penulis yang tidak terputus. 

D. Telaah Pustaka 

 Setelah penulis mencari berbagai literatur, penulis menemukan karya-

karya hasil penelitian yang sangat mendukung untuk penulis jadikan sebagai 

sumber rujukan ataupun sebagai bahan perbandingan. Karya-karya yang berkaitan 

dengan tema yang akan penulis teliti di antaranya skripsi yang ditulis oleh Murdan 

dengan judul “Praktik kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur 
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Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam”.
7
 Skripsi ini 

meneliti tentang praktik kewarisan yang terjadi di Desa Landah, dimana pokok 

permasalahannya mengenai pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal 

dunia, yang ditinjau dari hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni pendekatan normatif, sedangkan kerangka teori yang 

digunakan yakni teori uṣūl al-fiqh serta fikih waris Sunni dan Syi‟ah. Hasil dari 

penelitian tersebut menyebutkan bahwa sistem kekerabatan di desa Landah 

menggunakan sistem kekerabatan bilateral, serta praktik kewarisan di desa 

tersebut dibedakan menjadi dua, yakni setelah pewaris meninggal dan ketika 

(calon) pewaris masih hidup. Adapun kasus demikian dibenarkan oleh syariat 

Islam. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah objek penelitian 

dan pendekatan yang digunakannya, penelitian ini dilakukan di Lombok dan 

menggunakan pendekatan normatif sedangkan penelitian yang akan penulis 

lakukan di daerah Tegal dan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. 

 Kedua, skripsi yang ditulis oleh Jessi Aprilianika dengan judul 

“Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1 (Telaah Kritis Terhadap 

Penerapan Teori Double Movement Dalam Menafsirkan Ayat Tentang Pembagian 

Warisan 2:1)”.
8
 Pada penelitian tersebut fokus pembahasannya terletak pada 

konsep double movement Fazlur Rahman sebagai interpretasi ayat yang 

                                                           
7
 Murdan, “Praktik Kewarisan di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten 

Lombok Tengah Provinsi NTB Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2013). 

8
 Jessi Aprilianika, “Reaktualisasi Konsep Pembagian Harta Warisan 2:1 (Telaah Kritis 

Terhadap Penerapan Teori Double Movement Dalam Menafsirkan Ayat Tentang Pembagian 

Warisan 2:1)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009). 
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menerangkan pembagian harta warisan 2:1 yang dilakukan oleh sebagian 

cendekiawan muslim. Pendekatan yang dilakukan oleh Jessi ialah pendekatan 

maqāṣid as-syarī‟ah guna memecahkan masalah yang ada pada naṣ dengan 

metode deduktif-induktif. Hasil pada penelitian tersebut ialah konsep double 

movement Fazlur Rahman secara umum terbagi menjadi dua gerak. Gerak pertama 

menyatakan pemahaman prinsip serta nilai naṣ melalui makna arti dan makna 

pernyataan tertentu (hermeneutika) dengan mempelajari aspek problem 

historisnya. Gerakan kedua yakni men-generalisasikan jawaban-jawaban tertentu 

dan menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial yang 

dapat diambil dari teks-teks al-Quran dengan latar belakang sosio-historis dan 

„illat hukum yang sering dinyatakan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis 

lakukan ialah jenis penelitian dan pokok pembahasannya, jenis penelitian yang 

dilakukan oleh Jessi adalah studi pustaka sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan ialah penelitian lapangan dengan pokok masalah praktik yang terjadi di 

masyarakat. 

 Ketiga, skripsi dari Rodiatun Mardiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun Campursari A Desa Gandusari 

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”.
9
 Pada skripsi ini fokus 

pembahasan pada terbukanya pembagian warisan dan macam-macam harta waris 

menurut masyarakat pada daerah tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik kewarisan di dusun Campursari A. Jenis penelitian ini yakni penelitian 

                                                           
9
 Rodiatun Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun 

Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”, skripsi tidak 

diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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lapangan dan bersifat deskriptif-analitik serta dengan pendekatan normatif. Hasil 

dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa praktik kewarisan yang dilakukan 

oleh masyarakat desa tersebut sebagian sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, 

dan sebagian belum sesuai. Ketidaksesuaiannya terletak pada pembagian harta 

waris sebelum pewaris meninggal dunia (proses hibah), serta tentang para ahli 

waris yang hanya mencakup anak-anak, isteri/suami, dan saudara saja. Perbedaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan ialah pendekatan yang dijadikan sebagai 

pisau analisis, karena yang penulis gunakan ialah pendekatan normatif-sosiologis. 

 Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Kewarisan di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten 

Bojonegoro” yang ditulis oleh Jamilatun Nuril Azizah.
10

 Pada skripsi ini meneliti 

tentang praktik kewarisan dengan fokus pembahasan terbukanya pewarisan, harta 

warisan, dan ahli waris beserta bagiannya. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan dan bersifat deskriptif-analitik serta dengan pendekatan normatif. Hasil 

penelitian tersebut ialah dari terbukanya kewarisan, ada yang sudah sesuai dengan 

hukum Islam dan ada yang belum, yakni dengan membagi harta waris sebelum 

pewaris meninggal, sedangkan yang disebut sebagai ahli waris ialah anak, ibu, 

bapak, suami dan isteri. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah 

objek penelitian dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini dilakukan di 

daerah Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penulis 

                                                           
10

 Jamilatun Nuril Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Dusun 

Blimbing Desa Purworejo Kabupaten Bojonegoro”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2016). 



10 
 

melakukan penelitian di daerah Tegal dengan menggunakan pendekatan normatif-

sosiologis. 

 Setelah penulis membaca dari berbagai literatur yang penulis kemukakan 

di atas, penulis tidak menjumpai karya yang sama persis dengan penelitian yang 

penulis lakukan. Karya yang paling mendekati dengan penelitian penulis ialah 

karya dari Jamilatun Nuril Azizah dan Rodiatun Mardiyah. Dari hasil penelitian 

tersebut diketahui kemiripan pembahasan dan kultur masyarakat pada daerah 

tersebut. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang tidak 

hanya menggunakan pendekatan normatif saja, melainkan mengombinasikan 

antara pendekatan normatif dan sosiologis yang akan penulis jelaskan pada 

pembahasan selanjutnya.   

E. Kerangka Teoretik 

 Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ada dua, hukum tertulis 

dan tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dibuat secara resmi dan telah 

di lembar-negarakan (yuridis) ataupun hukum samawi yang dibawa oleh para 

Nabi/Rosul dan hukum tidak tertulis ialah hukum yang sengaja atau tidak sengaja 

dibuat oleh masyarakat, dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Secara 

implisit, hukum/norma tersebut pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan, 

dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan 

bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. 

 Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yakni teori fikih 

waris dan sosiologi hukum Islam. Dalam fikih waris, penulis menggunakan 
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literatur kitab fikih yang berhaluan Sunni, salah satunya yakni kitab Kifāyatul 

Akhyār karangan Imam Taqiyyuddin Abi Bakar al-Husni. Sedangkan sosiologi 

hukum yang akan penulis jadikan sebagai landasan teori yakni dari sosiolog 

Indonesia. 

 Mengenai waktu terbukanya pewarisan, al-Qur‟an secara tersirat 

menerangkan bahwa pembagian harta warisan hendaknya dilakukan setelah 

pewaris meninggal. Hal ini didasarkan pada ayat: 

ًنكم جعهنا مٌاني مما تسك انٌاندا  ًاأنقسبٌ 
11

 

lebih tepatnya yang tertera pada kata مما تسك (apa-apa yang ditinggalkan), yaitu 

segala sesuatu (hak, harta benda, kekayaan) yang telah ditinggal mati oleh pewaris 

(orang tua dan kerabat), sehingga ahli waris dapat memiliki harta tersebut. 

 Adapun tatacara pewarisan dijelaskan dalam sebuah ḥadīṡ yang 

diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berbunyi: 

  اننبي صهى الله عهيو ًسهم قال أنحقٌا انفسائض بأىهيا ع  اب  عباس زضي الله عنيما ع

 فما بقي فيٌ أنًنى زجم ذمس
12

 

pada ḥadīṡ tersebut diterangkan bahwa pembagian harta warisan hendaknya 

dibagikan kepada ahli waris yang berhak (żawi al-furūḍ) terlebih dahulu. 

                                                           
 

11
 An-Nisā‟ (4): 33. 

 
12

 Abū „Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Riyadh: Bait al-

Ifkar, 1997) IV: 165. HR Al-Bukhārī dari Ibn „Abbās. 
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Setelah dibagikan semuanya, apabila ada sisa maka diutamakan diberikan kepada 

orang laki-laki („aṣabah). 

 Dalam pembagian harta waris, Imam Taqiyyuddin Abi Bakar al-Husni 

dalam karyanya Kifāyatul Akhyār menggambarkan pembagian yang sejalan 

dengan teks al-Qur‟an, akan tetapi konsep yang dijelaskan dalam karyanya 

berbeda dengan konsep penjelasan pembagian pada literatur pada umumnya. 

Konsep yang dimaksud bukan secara substansi melainkan metode penyampaian 

kepada pembaca, yakni dalam hal ini Imam Taqiyyuddin menyebutkan bilangan 

bagian pasti (farḍun) terlebih dahulu yang kemudian diikuti penerima bagian 

pasti. Selain itu pada argumennya dijelaskan pula ayat-ayat yang menerangkan 

pembagiannya,
13

 walaupun pada literatur lain ada juga yang menerangkan seperti 

penjelasan Imam Taqiyyuddin, akan tetapi penulis lebih memilih teorinya untuk 

dijadikan landasan teoritik karena pengikut Imam Syafi‟i. Apabila dilihat dari 

konteks masyarakat desa Pesarean, dalam hal ini sesuai dengan kondisi sosial 

masyarakat objek penelitian sehingga diharapkan lebih memudahkan dalam 

melakukan penelitian. 

 Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh 

Sudirman Tebba adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan nyata 

mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala 

lainnya, sejauh mana hukum itu bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat, 

begitu pula sebaliknya, kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan 

                                                           
13

 Taqiyyuddin Abi Bakar al-Husni, Kifayatul Akhyar, (al-Haromain, 2005), II: 22-30. 
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hukum.
14

 Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto ialah ilmu yang 

mempelajari mengenai struktur sosial, proses-proses sosial, dan perubahan 

sosial.
15

 Apabila diterapkan dalam hukum Islam, pendekatan sosiologi dapat 

dilihat dari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan masyarakat muslim 

dan pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan atau pembentukan 

hukum Islam. 

 Hukum Islam berfungsi sebagai hukum dan sebagai norma. Sebagai 

hukum ia mengatur tingkah laku masyarakat sesuai dengan aturan Islam, dan 

sebagai norma ia melegitimasi ataupun melarang dengan larangan-larangan 

tertentu dengan konteks spiritual.
16

 Dari sini bisa dikatakan bahwa hukum Islam 

yang notabenenya merupakan produk hukum dari agama samawi tidak lepas dari 

keterkaitan antara kaidah hukum dengan realita sosial. 

 Dalil hukum yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang berkenaan 

dengan perbuatan mukallaf, ada empat sumber rujukan, yakni al-Qur‟an, as-

Sunnah, Ijma‟, dan Qiyas. Dari empat sumber tersebut dalam penggunaannya 

digunakan secara berurutan.
17

 

 Tujuan dari hukum yakni terciptanya keadilan dan terwujudnya 

kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemaslahatan yang 

                                                           
14

 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1. 

15
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 61. 

16
 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, hlm. 2. 

17
 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, 

cet. ke-2 (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 18-19. 
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diharapkan masyarakat dari tujuan hukum, lebih khusus hukum waris Islam, yakni 

terselarasnya antara nilai-nilai hukum Islam dengan nilai hukum yang berlaku 

atau berjalan di masyarakat. Abdul Wahab Khallaf membagi konsep maslahat 

yang ditinjau dari segi penilaian Syāri‟ menjadi dua, maṣlahat mu‟tabarah dan 

maṣlahat mursalah.  

 Maṣlahat mu‟tabarah ialah maṣlahat yang Allah sebagai Syāri‟ (pembuat 

syari‟at) mensyariatkan hukum-hukum demi terwujudnya maslahat tersebut, dan 

Allah menunjukkan bahwa maslahat itu sebagai „illat (alasan) bagi hukum itu 

sendiri. Dalam maṣlahat mu‟tabarat Allah secara tersirat mencantumkan nilai 

kemaslahatan dalam naṣ. Adapun maṣlahat mursalah adalah maslahat yang tidak 

ditetapkan oleh Syāri‟ dalam naṣ, dan tidak pula dilarangnya. Artinya tidak ada 

dalil yang menerangkan atas ketidak bolehannya (pengharamannya) dalam naṣ.18
 

F. Metode Penelitian 

 Guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, 

penulis membutuhkan data secara terarah dan sistematis dalam melakukan 

penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitaian lapangan (field research) yakni 

penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian 

                                                           
18

 Muhammad Muslehuddin, Filssafat Hukum Islam, terj. Yudian Wahyudi Asmin DKK, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 129. 
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untuk memperoleh data yang diperlukan.
19

 Dalam hal ini penulis meneliti 

tentang praktik pewarisan yang terjadi pada masyarakat Desa Pesarean 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan 

secara objektif permasalahan yang ada, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan hukum Islam (normatif) guna mendapat kejelasan 

hukumnya. 

3. Sumber Data 

Data utama atau data primer yakni sumber asli tanpa perantara 

sebelumnya, yang bersumber dari perkataan atau tindakan seseorang yang 

diamati atau diwawancarai.
20

 Sumber data dicatat dalam catatan tertulis 

atau melalu media perekam. Dalam hal ini data primer didapatkan melalui 

wawancara dengan mengambil sampel bertujuan (purposive sample) 

dengan mengambil subjek yang telah ditentukan, yakni tokoh agama atau 

masyarakat, dan masyarakat biasa (masing-masing satu orang) pada setiap 

kaum masjid yang pernah membagi harta warisan. Di Desa Pesarean 

Kecamatan Adiwerna tidak menggunakan pedukuhan dalam pembagian 

                                                           
19

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007), hlm. 27. 

20
 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170. 
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wilayahnya, sehingga penulis menggunakan masjid sebagai patokan 

pembagian wilayah penelitian. 

Sedangkan sumber data sekunder berasal dari naṣ, dokumen-dokumen 

serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
21

 Data ini 

diperoleh dari hasil kajian hukum kewarisan Islam.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang penulis gunakan ialah dengan cara wawancara dan 

dokumentasi, yakni dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan 

informan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik 

pembahasan penelitian, serta dengan mendokumentasikan secara cermat 

bagaimana praktik kewarisan yang terjadi di lokasi tersebut serta kondisi 

sosial keagamaan masyarakatnya. Wawancara yang penulis gunakan yakni 

wawancara individual, dengan mewawancarai sebanyak lima belas 

responden. 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan 

perpaduan pendekatan normatif
22

-sosiologis
23

. Dalam pendekatan 

sosiologis penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang 

dikemukakan oleh ahli sosiologi hukum dari Indonesia, sedangkan dalam 

                                                           
21

 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 

2002), hlm. 112. 

 
22

 Ibid., hlm. 189 
 

23
 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2012), hlm. 198. 
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pendekatan normatif penulis menggunakan naṣ terkait serta teori fikih 

waris dari kitab-kitab klasik dari ulama Syafi‟iyah serta teori uṣūl al-fiqh 

guna menemukan kepastian hukumnya. 

6. Teknis analisis data 

Setelah penulis memperoleh data yang dibutuhkan, maka langkah 

selanjutnya ialah dengan menganalisis dengan analisa deduktif-induktif, 

yakni menganalisa dari data yang bersifat umum (aturan-aturan mengenai 

kewarisan Islam) kepada data yang bersifat khusus (praktik pewarisan 

yang terjadi di desa Pesarean) untuk memberikan suatu penilaian. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Dalam penulisan hasil penelitian nantinya dibagi menjadi lima bab, dan 

setiap babnya memiliki sub bab, yaitu: 

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang hukum waris secara normatif yang 

terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya: pengertian dan dasar hukum kewarisan, 

syarat dan rukun kewarisan, macam-macam ahli waris dan bagian-bagiannya 

beserta dasar hukumnya, asas-asas hukum kewarisan Islam. Bab dua merupakan 

pembahasan penting sebagai pengantar serta sebagai landasan teoritik pada 

pembahasan bab-bab selanjutnya. 
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Bab ketiga ialah memaparkan dan menjelaskan praktik pewarisan yang terjadi 

pada masyarakat tersebut yang meliputi terbukanya pewarisan, ahli waris serta 

bagiannya. Hal ini penting untuk diketahui, karena sebagai gambaran yang terjadi 

di Desa Pesarean dan sebagai sumber informasi dari penelitian. 

Bab keempat yaitu analisis hukum Islam secara normatif terhadap praktik 

pewarisan masyarakat Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 

serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya dari segi sosiologi 

hukum Islam. Pada bab empat inilah merupakan inti dari penelitian, yang 

sebelumnya membahas teori hukum waris Islam dan praktik pewarisan yang 

terjadi pada masyarakat Desa Pesarean. 

Bab kelima ialah kesimpulan yang mana merupakan jawaban dari pokok masalah 

yang penulis susun, dan diakhiri dengan kritik dan saran serta lampiran-lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan kajian dari pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat 

penulis kemukakan ialah: 

1. Praktik pewarisan yang terjadi pada masyarakat desa Pesarean sebagai 

berikut: 

a. Mengenai waktu pelaksanaan pewarisan, ada dua mekanisme yang 

dilakukan oleh masyaakat desa Pesarean. Pertama, yakni dengan 

membagikan harta warisan setelah salah satu dari kedua orang tua 

ahli waris meninggal dunia. Kedua, yaitu dengan menunggu kedua 

orang tua dari ahli waris meninggal dunia. Selain menggunakan 

menerapkan praktik pewarisan, ada pula yang menggunakan cara 

hibah, yakni dengan cara menghibahkan sebagian harta kepada 

keturunannya atau kerabatnya. 

b. Alasan memilih menggunakan cara musyawarah dalam pembagian 

harta warisan ialah sejak dahulu musyawarah diyakini oleh 

masyarakat desa Pesarean sebagai cara yang terbaik dalam 

menyelesaikan suatu persoalan, terlebih lagi menyangkut hak dan 

kewajiban orang lain. Musyawarah juga dinilai mencerminkan 

pengamalan salah satu sila dalam Pancasila. Alasan lain 
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menggunakan cara musyawarah ialah untuk mengedepankan 

kerukunan keluarga.  

c. Hasil dari musyawarah tersebut ialah semua ahli waris mengetahui 

bagiannya masing-masing. Dalam musyawarah tersebut juga 

dibahas mengenai metode yang hendak dipilih dalam pembagian 

harta warisan. Setelah disepakati metode yang hendak dipakai, 

tahap akhir dalam musyawarah ialah persetujuan dari ahli waris 

pada tiap-tiap bagian yang diperolehnya. Ada tiga metode yang 

biasa digunakan, pertama, dibagi dengan sistem pemerintahan, 

kedua, dengan sistem pribadi kekeluargaan dan ketiga, dengan 

sistem agama (hukum waris Islam). 

2. Dalam tinjauan hukum Islam, waktu terbukanya pewarisan ialah setelah 

seseorang meninggal. Jika dilihat pada praktik pewarisan di desa Pesarean, 

hal ini sudah sesuai dengan aturan hukum waris Islam, demikian juga 

dengan praktik hibah yang terjadi pada masyarakat desa Pesarean.  Praktik 

musyawarah mufakat yang digunakan dalam pembagian harta warisan 

sudah sesuai syariat Islam, yakni dengan menghadirkan saksi dan kerabat. 

Sebagian masyarakat melakukan musyawarah tanpa menghadirkan saksi, 

oleh karena itu perlu dihadirkan saksi atas pembagian harta warisan 

tersebut.  

 Secara normatif, sebagian praktik pewarisan yang terjadi di desa Pesarean 

tidaklah sesuai dengan hukum Islam, karena menggunakan sistem 

pemerintahan atau masyarakat maupun sistem pribadi kekeluargaan yang 
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membaginya dengan perbandingan 1:1 (satu banding satu) atau sama rata 

antara anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun secara sosiologis hal 

ini mencerminkan nilai keadilan dan lebih memberikan kemaslahatan, 

walaupun kemaslahatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam 

(maṣlahat mulgah).  

B. Saran 

 Saran yang dapat penulis sampaikan ialah bahwa harta warisan 

sesungguhnya harta milik mayat. Setiap ahli waris mempunyai hak masing-

masing dan berhak mendapatkannya secara cuma-cuma tanpa harus bekerja. 

Hendaknya ahli waris memikirkan hak ahli waris yang lain, jangan sampai karena 

masalah harta waris malah memperkeruh hubungan persaudaraan. Sebelum harta 

warisan tersebut dibagi, alangkah baiknya sebagian dari harta tersebut 

disedekahkan, agar menjadi amal jariyah pewaris yang terhitung dalam amalan 

yang tidak terputus. 

 Dalam melakukan pembagian harta waris hendaknya menghadirkan orang 

yang ahli dalam bidang hukum waris Islam. Dengan dihadirkannya orang yang 

ahli dalam bidang kewarisan harapannya dapat membagi harta warisan sesuai 

dengan ketentuan syariat serta menerapkan ajaran-ajaran Islam. Barulah apabila 

ahli waris menghendaki dan berkenan untuk memberikan sebagian hartanya 

kepada saudaranya atau kerabatnya (ahli waris yang lain), itu sudah menjadi hak 

ahli waris. 
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Terjemahan Teks Arab 

No. Hlm. F.Nt. Terjemahan 

BAB I 

1 2 2 Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang 

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian 

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang 

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang 

ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-

masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia 

(yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang 

meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh 

kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. 

Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam.(Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya 

atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu 

dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha 

Bijaksana.  

2 11 11 Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami 

telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan 

oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.  

3 11 12 Dari Ibn Abbas (semoga Allah meridhoi keduanya), dari Nabi 

saw. bersabda “Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli 

waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) 

orang laki-laki. 

BAB II 

4 22 9 Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) 

harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan 

yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka 

bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan 

memakan) itu adalah dosa yang besar. 

5 23 10 Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka 

telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah 

kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya 

(harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah 

kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka 

dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka 

hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim 

itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta 
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itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu 

menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu 

adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas. 

6 23 11 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak 

bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang 

telah ditetapkan. 

7 24 12 Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, 

anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah 

mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang baik.  

8 24 13 Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di 

belakang mereka yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara 

dengan tutur kata yang benar. 

9 25 14 Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami 

telah Menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan 

oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, 

maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah 

Maha Menyaksikan segala sesuatu. 

10 25 15 Dari Ibn Abbas (semoga Allah meridhoi keduanya), dari Nabi 

saw. bersabda “Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli 

waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) 

orang laki-laki”. 

11 26 16 Dari Usamah bin Zaid r.a. Rasulullah saw bersabda “ Orang 

muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir 

tidak berhak mewarisi orang muslim”. 

12 26 17 Dari Abdil Karim, dari Hakam berkata “Ketika seorang laki-

laki membunuh saudaranya secara sengaja maka tidak bisa 

mendapat warisan dari harta warisannya dan tidak dari 

dendanya”  

13 32 28 Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak.  

14 32 29 Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia 

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 

15 32 30 Maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari 

harta yang ditinggalkannya 

16 33 32 Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. 

17 33 33 Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. 
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18 33 35 Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

19 33 37 Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia 

diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga. 

20 34 38 Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka 

mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. 

21 34 40 Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih 

dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. 

22 34 41 Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. 

23 35 43 Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. 

24 35 44 Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam. 

BAB IV 

25 57 6 Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami 

telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan 

oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. 

26 58  Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka 

telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah 

kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya 

(harta anak yatim). 

27 63  Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, 

anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah 

mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang baik. 

28 65  Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak 

perempuan. 

29 69  Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan dari pada 

mendatangkan kebaikan 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa pengertian pewarisan menurut pandangan masyarakat desa Pesarean? 

2. Kapan waktu pelaksanaan pembagian harta warisan dimulai? 

3. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris? 

4. Berapa bagian masing-masing ahli waris? 

5. Bagaimana jika pewaris tidak mempunyai anak? 

6. Dimana tempat pembagian harta warisan? 

7. Bagaimana cara pembagian harta warisan dilakukan? 

8. Apa hasil dari pembagian harta warisan tersebut? 

9. Mengapa lebih memilih dengan cara tersebut dalam melakukan pembagian harta 

waris? 

10. Ketika pembagian harta warisan disaksikan atau tidak? 
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